SALINAN

WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 700/KEP.422-ITDA /2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BOGOR,

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88
Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);



10.

L1,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor Per/220/M.Pan/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/220/
M.Pan/7/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor
dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 88
Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1218);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017
Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2021 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9);

14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 94 Tahun 2016
tentang Pedoman Operasional Pemeriksaan (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 46 Seri E);

15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Bogor Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 95);

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di
Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah
Kota Bogor Tahun 2023, dengan memperhatikan kebijakan
pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Semua  pembiayaan yang berhubungan  dengan
pelaksanaan Keputusan ini dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

KEEMPAT . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Kota Bogor
SEKRETARIAT DAERAH KOT BOGOR pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA BOGOR,
TTD.
BIMA ARYA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Kepala Perangkat Daerah terkait
di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR . 700/Kep.422-Itda/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2023.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

INSPEKTORAT DAERAH KOTABOGOR TAHUN 2023

A. Pendahuluan

j

Latar Belakang
a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 12
ayat (3) mengamanatkan bahwa perencanaan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan
disusun berbasis prioritas dan risiko;

Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko,
dan Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi
Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-
059/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perencanaan Audit
Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Pada Bagian
Latar Belakang Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan
Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
dimaksud, menyebutkan bahwa penyusunan pedoman
Pengawasan Intern Berbasis Risiko salah satunya adalah Standar
Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) mendorong praktik
audit intern berbasis risiko, sebagaimana tercantum dalam:

1) Paragraf 3010: Pimpinan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
(APIP) harus menyusun rencana strategis dan rencana
kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan
yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan
APIP;

2) Paragraf 3120: Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi
efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses
manajemen risiko.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Pasal 2 mengamanatkan
bahwa fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah disusun berbasis prioritas dan risiko. Lebih
lanjut pada Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa Program Kerja
Pengawasan Tahun 2023 lingkup pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/ kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;



d. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat
Daerah Kota Bogor. Pasal 3 ayat (1) mengamanatkan bahwa
inspektorat daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur daerah
mempunyai tugas membantu wali kota dalam membina dan
mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat
daerah;

pengawasan kepada seluruh Kepala Daerah agar memerintahkan
Inspektur Daerah untuk menyusun program kerja pengawasan
tahunan berbasis risiko sebagaiamana tercantum dalam Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9
Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah; dan

f. Penyiapan kebijakan pengawasan dan Program Kerja Pengawasan
Tahunan berbasis risiko untuk menentukan penugasan
pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan dan untuk
memastikan bahwa sumber daya (resources) yang ada dapat
digunakan semaksimal mungkin dalam pelaksanan pengawasan
Tahun 2023.

2. Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan

Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun Program Kerja
Pengawasan Tahun 2023 dengan tujuan sebagai berikut:

1) memberikan pedoman dan acuan bagi pimpinan/ APIP
dalam melaksanakan pembinaan pengawasan pada Tahun
2023;

2) menghasilkan kegiatan pembinaan pengawasan yang
berkualitas dan memenuhi standar praktik profesional
pengawasan intern;

3) menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan
bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah
daerah secara ekonomis, efeisien, dan efektif, serta
meminimalkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan
organisasi.

b. Sasaran

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan

Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran

2023 adalah sebagai berikut:

1) meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program
prioritas strategis pemerintah daerah.



B. Tahapan Penyusunan

Secara umum tahapan penyusunan Program Kerja Pengawasan
Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2023 berpedoman pada Perencanaan
Pengawasan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala
Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko,
sebagai berikut:

1.

Tahap I

Pada tahap ini dilakukan penilaian maturitas pelaksanaan
manajemen risiko (MR) pada perangkat daerah. Hasil penilaian
maturitas pelaksanaan MR menjadi dasar untuk menyimpulkan
register risiko yang disusun oleh perangkat daerah dapat atau tidak
dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengawasan. Penilaian
Maturitas Pelaksanaan MR diperoleh berdasarkan hasil penilaian
kematangan level maturitas dari BPKP, Inspektorat Daerah Kota
Bogor dan/ atau nilai baseline dari BPKP;

2. Tahap II

Penyusunan audit universe, yaitu identifikasi seluruh aktivitas/
kegiatan pada unit-unit kerja dari organisasi yang dapat menjadi
obyek pengawasan. Berdasarkan register risiko yang disusun oleh
perangkat daerah serta diintegrasikan dengan audit universe dalam
menentukan risiko-risiko yang dipilih untuk diaudit;

Tahap. III

Penyusunan auditable unit, dengan memperhatikan bahwa dalam
hal register risiko yang disusun oleh perangkat daerah belum dapat
diandalkan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasarn
tahunan sebagaimana penilaian pada Tahap I, maka dapat
menetapkan parameter-parameter atau faktor risiko yang menjadi
dasar penetapan kegiatan atau obyek pengawasan berdasarkan
risiko-risiko yang terpilih, serta menyusun perencanaan
pengawasan dengan mempertimbangkan sumber daya yang
tersedia; dan

Tahap IV
Penyusunan PKPT dengan mempertimbangkan auditable unit,

Kebijakan Menteri Dalam Negeri, Kebijakan Wali Kota Bogor, serta
kebijakan lainnya yang bersifat mandatory.

Penyusunan audit universe dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

L.

2.

3.

Identifikasi struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah
sesuai dengan wilayah kerja inspektorat pembantu terkait;

Identifikasi Rancangan APBD Tahun 2023 pada perangkat daerah
berdasarkan kegiatan, belanja operasional dan belanja modal;

Laporan audit universe memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Nama perangkat daerah;

2) Struktur organisasi;

3) Tugas dan fungsi;

4) Anggaran yang dikelola per kegiatan (belanja operasional dan
belanja modal); dan

5) Program/ kegiatan prioritas.



Penyusunan auditable unit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1,
2
3.

Penetapan dan penilaian faktor risiko dan bobotnya;
Menetapkan peringkat risiko; dan
Menetapkan auditable unit

Auditable unit ditetapkan dengan memilih kegiatan-kegiatan yang
memiliki peringkat faktor risiko sangat tinggi dan tinggi.

Tahapan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko Tahun 2023 didokumentasikan dalam serangkaian kertas kerja.

C. Fokus Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka fokus pembinaan dan
pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh
inspektorat daerah ditetapkan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang
tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan
sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit
untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan
pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
dan/atau

b. pemeriksaan kinerja.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah, dengan fokus:

1) Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
2) Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;

3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon
anggaran sementara; dan

4) Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan fokus:

1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;

2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;

3) Pengelolaan pembiayaan daerah;

4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan

5) Pengelolaan barang milik daerah.
c. Reviu laporan keuangan, dengan fokus pada laporan keuangan;
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d.

Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1) Probity Audit;

2) Laporan Kinerja (Reviu);

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Reviu);

4) Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan
tujuan tertentu);

5) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
(responsive gender) (evaluasi); dan

6) Pendampingan penerapan standar pelayanan minimal.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas,

dengan fokus:

a. Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN;

b. Pengendalian Gratifikasi;

c. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;

d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan

e. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi;

f. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi;

h. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

i. Pemeriksaan investigatif;

j. Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawasan intern
pemerintah dan aparat enegak hukum dalam penanganan
laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan

k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan
pemeriksaan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawasan intern pemerintah.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan

fokus:

ao o

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3;
Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
Penerapan manajemen risiko; dan

Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua
puluh) jam per tahun.

D. Pelaksanaan Pengawasan

Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan akan ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor.

Salinan sesuai dengan asklinya WALI KOTA BOGOR,

SEKRETARIAT DAERAH KOT/ BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAK ARASI M

TTD.
. BIMA ARYA

in
?ﬂ 507 200312 1 003



